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SALINAN PUTUSAN
Nomor 823/Pdt.G/2024/PA.Ktp

v ~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 6104174207850002, tempat dan tanggal lahir
Ketapang, 02 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXXXXXXX XXxXXxX, bertempat tinggal di
KABUPATEN KETAPANG, dengan domisili elektronik
pada alamat email: yuliantizé @gmail.com, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: AFFRIZA,SH., dan kawan,
para Advokat, berkantor Lembaga Bantuan Hukum
Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan
Karya Tani Nomor. 100 Lt2 Ketapang, emalil:
Affriza44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 04 November 2024 dan terdaftar pada
tanggal 11 November 2024;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK 6104161008830003, tempat dan tanggal lahir
Ketapang, 10 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan xxxXxXxxxX Xxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN KETAPANG (LEMBAGA
PERMASYARAKATAN KETAPANG KELAS Il B);
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024
yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Ketapang, Nomor 823/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 11 November 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 422/05/1X/2010 tanggal 1 September 2010);
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXXX umur 10 tahun
dan XXXXXX umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal dan hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat, namun sekitar
bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah, dan
sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
4, Bahwa pada awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar
awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran / cek-cok secara terus menerus, hal ini disebabkan
oleh:
a. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar setiap bertengkar dengan
Penggugat bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
b. Tergugat tidak terbuka /tidak transparan terhadap keuangan dalam
rumah tangga dan kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan
rumah tangga;
c. Tergugat sering bermain judi online;
d. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan sering
mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan April 2023, dimana setelah sering terjadi pertengkaran / cek-cok
antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan April 2023 tersebut Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali datang untuk

menemui Penggugat;
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6. Bahwa pada sekitar bulan September 2024 Penggugat mendapatkan
kabar bahwa Tergugat ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ketapang, dan saat
ini Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang kelas Il B;
7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan
tersebut di atas maka sangatlah sulit Penggugat untuk dapat
mempertahankan atau membina rumah tangga yang baik bersama
Tergugat, dan sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina
dengan sebaik- baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan
perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam
dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah,
sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini
tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat ;
8. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani
kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih
perceraian sebagai jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan terhadap anak bernama XXXXX umur 10 tahun dan
XXXXX umur 2 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

ATAU
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Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
ddidampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 823/Pdt.G/2024/PA.Ktp
tanggal 15 November 2024 dan Nomor 823/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 05
Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis
Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/05/1X/2010, tanggal 01

September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX

Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-21072017-0373,

tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi
Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan
diberi tanda P.2;
3.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-27042022-0039,
tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi
Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan
diberi tanda P.3;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, NIK 6104175006630002, tempat dan tanggal lahir
Ketapang, 10 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap
persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah saksi sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak yang biasa saksi panggilXXXXXXX;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, dan saksi juga melihat
wajah Penggugat merah-merah karena menurut cerita Penggugat
karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
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dan Tergugat mudah marah. menurut cerita tetangga saksi,
Tergugat juga judi online
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak April 2023 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut
Penggugat dan saksi;
- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat baik
dan sehat;
- Bahwa Penggugat sayang sekali dengan kedua anaknya
dan tidak pernah memukul anaknya;
2. SAKSI 2, NIK 6104175006630002, tempat dan tanggal lahir
Ketapang, 01 November 1971, umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan XxxXxXxxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap
persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah saksi sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar
Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan saksi hanya
mengetahui tiba-tiba Penggugat menangis, tapi saksi pernah
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beebrapak kali mendengar Tergugat berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat sering berkata kasar dan sering pulang malam.
menurut cerita masyarakat dan pak RT, Tergugat juga bermain judi
online.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak April 2023 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut
bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat sayang kepada kedua anaknya;

- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat sehat
dan baik

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan
kriminal;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa
kepada AFFRIZA,SH, dan kawan, para advokat yang berkantor di Lembaga
Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani
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Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: Affrizad4@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 606/S.Kuasa/X1/2024
tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa
hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa
khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama
Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa
yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan
mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak
melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum
Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan
petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung
Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang
Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 823/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 15 November 2024 dan Nomor
823/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 05 Desember 2024... yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg. dan ibarat nash dalam Kitab Raudhah At-Thalibin juz 11
halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:
aindly secall glow Lz ojam ol anlsiv o lias] Lismi Ols

ade oSy
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Artinya : ” Apabila Tergugat berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur
(berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan
tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan

atasnya “

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat bersikap kasar setiap
bertengkar dengan Penggugat bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat,
Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan dalam rumah tangga, Tergugat
sering bermain judi online dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugats
erta berkata kasar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama/sejak bulan April 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal
07 Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang
sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran
kedua anak Penggugat dan Tergugat), bermeterai cukup serta telah di
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nazagelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1)
huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai juncto pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan
bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 301 Reglement Buiten Govesten
(R.Bg), merupakan akta otentik (authentieke akte) yang memberi bukti bahwa
anak yang bernamaXXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 8 April 2014
(umur 10 tahun 8 bulan) danXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 25 April
2022 (umur 2 tahun 8 bulan) merupakan anak kandung Penggugat dan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.
Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai
Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg) juncto Pasal 1870 Burgerlijk
Wetboek/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta
orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
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umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling
bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga
dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2010 dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Delta Pawan XXXXXXXXX XXxxXxxx Provinsi Kalimantan
Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang
anak, masing-masing bernam:XXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 8
April 2014 (umur 10 tahun 8 bulan) danXXXXXXX, perempuan, lahir di
Ketapang, 25 April 2022 (umur 2 tahun 8 bulan);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah marah dan sering berkata
kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga bermain judi online;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2023;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun
tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan April 2023 hingga sekarang;

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun
kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama sejak bulan April 2023 hingga sekarang, menjadi fakta bahwa telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara
terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami
istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali
dalam rumah tangganya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah
tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi
seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat
ahli figh dalam kitab bughyah al-mustarsyidin dan Figh as-Sunnah yang
kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:
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Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat d/harapkan “dalam mengumpulkan

dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab
pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih
baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga

antara pasangan suami-istri tersebut.”
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Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang dlajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak
mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri

dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh

memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama dan
sampai sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang
ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan
Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah
satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat
adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah

yang berbunyi:
tedloodl s e po 0 3wl 2 oll s,

Artinya:  “Menghindari mafsadat lebih  diutamakan untuk menjaga

kemaslahatan”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjadi pedoman bagi
seluruh Peradilan di Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus
perceraian berbunyi “Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)".
Dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang sudah lebih 6 bulan.
Oleh karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut dapat dijadikan dasar untuk
memutus dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah
lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan petitum
gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim
menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan
Tergugat yang bernamaXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 8 April 2014
(umur 10 tahun 8 bulan) danXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 25 April
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2022 (umur 2 tahun 8 bulan), Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan
secara yuridis, dan syar’i, atas alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini,
terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan
dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia
dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena
itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan
dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi
kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (the best
interest of child), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta
kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh
pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menentukan bahwa, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a)
Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi
keputusannya”; Demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menetukan bahwa, “Setiap anak
berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir’;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh anak (Hadhanah),
bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah
didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan
prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 serta Yurisprudensi MARI
Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan

bahwa Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
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hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156
huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, telah sesuai dengan keterangan
dalam kitab Hasyiyah al-Bujairomi ‘ala al-Khotib juz 11 halaman 429 yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis:
Y 2l Llgio als Olad ol @ws ol GMay aizg; J=,Jl Y ls Isls
Us9g) aiilian $>1 (ng9 iz 9 il ol OIS LS5 ias

Artinya : “dan apabila seorang laki-laki berpisah (cerai) dengan isterinya sebab
talak atau fasakh atau li'an dan dia telah mempunyai anak yang
belum tamyiz dengan isterinya tersebut, baik anak tersebut laki-laki
maupun perempuan maupun khuntsa (mempunyai dua kelamin),
maka isterinya lebih berhak memelihara anaknya (hadlonah) karena

seorang isteri lebih melimpah belas kasihan/kemurahan hatinya ”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli
Figih dalam Kitab Fathul Mu’in halaman 124, yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ol jaraidl (Wl Jsians VY o ans i g ailiaxnll JoVlg
FEAPE PYTIN

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak (hadlonah) yang belum mumayyiz

ialah ibunya yang tidak bersuamikan orang lain”;
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Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas juga
sesuai dengan pendapat ahli Figih dalam kitab al- Majmu’ Syarh al-Muhadzab
juz 18 halaman 331 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi:

AW ailaxdl culS pYl go WY1 giozl ols

Artinya : “Apabila ada ayah dan ibu, maka hadhanah (hak asuh anak) ada pada

Ib U u,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak Penggugat
dan Tergugat yang bernamaXXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 8 April
2014 (umur 10 tahun 8 bulan) danXXXXXXX, perempuan, lahir di Ketapang, 25
April 2022 (umur 2 tahun 8 bulan) masih berumur dibawah 12 tahun sehingga
kedua anak tersebut masih belum mumayyiz, Oleh karena itu, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan diatas, hak asuh dan pemeliharaan terhadap kedua
anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan
menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan
yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-
mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan
mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang
baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh
menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya demi
kebaikan, kemashlahatan dan untuk menjaga keseimbangan perkembangan
psikologis anak tersebut, karena hal yang demikian bertentangan dengan
Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat
(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi
pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a.
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang
tuanya;, b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan/pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai
dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup
dari orang tuanya; dan d. memperoleh hak anak lainnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum

gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);
4, Menetapkan anak yang bernamaXXXXXXXX, perempuan, lahir di
Ketapang, 8 April 2014 (umur 10 tahun 8 bulan) danXXXXXXX, perempuan,
lahir di Ketapang, 25 April 2022 (umur 2 tahun 8 bulan) dalam kuasa asuh
(hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada
Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Achmad Sarkowi, S.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Mufarrijul Ikhwan, S.H. dan Rofi® Almuhlis, S.H.l. sebagai Hakim

Anggota dan dan diucapkan dalam sidang elektronik/e-litigasi melalui portal e-
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court.mahkamahagung.go.id pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Redya Zuhriyatul Jannah, S.H. sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya
secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H. Rofi* Almuhlis, S.H.l.
Panitera Sidang,

Ttd

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses . Rp75.000,00
3. Panggilan . Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah . Rp245.000,00
Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.
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